
 
 
 
 

ABSTRAK 

 

Pengaturan mengenai izin keramaian umum maupun kegiatan masyarakat lainnya 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan 

Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan 

Pemberitahuan Kegiatan Politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2017, bahwa: “Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki 

Surat lzin”. Namun faktanya, ternyata masih ada warga masyarakat yang tidak mengajukan 

permohonan izin keramaian umum, khususnya warga masyarakat di Kecamatan Parindu 

Kabupaten Sanggau yang mengadakan pesta adat Dayak seperti Gawai Dayak, Nosu Minu 

Podi (perayaan syukuran setelah panen padi), Bopisek dan Ganjur (perayaan pernikahan) 

disertai dengan hiburan musik, perjudian dan penggunaan minuman keras, tetapi tidak 

pernah mengajukan permohonan izin keramaian umum kepada pihak Polsek Parindu. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “1. Faktor-faktor apa yang 
menyebabkan warga masyarakat yang melakukan kegiatan pesta adat Dayak di Kecamatan 

Parindu Kabupaten Sanggau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum ? 

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Polsek Parindu dalam pelaksanaan Pasal 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pengawasan Kegiatan 

Keramaian Umum terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan pesta adat Dayak 

di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau ?  
Metode penelitian hukum yang digunakan Penulis adalah metode penelitian hukum 

empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah Kapolsek 
Parindu dan anggota masyarakat yang mengadakan kegiatan pesta adat Dayak di 
Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau sebanyak 5 (lima) orang.  

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan warga masyarakat yang melakukan kegiatan pesta adat Dayak di Kecamatan 

Parindu Kabupaten Sanggau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian 

Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik dikarenakan 

belum adanya kesadaran dari warga masyarakat yang melakukan kegiatan pesta adat Dayak 

di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau untuk mengurus Izin Keramaian sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017. Selain itu, 

Kepala Desa kurang berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan pesta adat Dayak di 

desanya. Upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Parindu dalam 

pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan 

Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik terhadap warga masyarakat yang 

melakukan kegiatan pesta adat Dayak di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau hanya 

sebatas pemberitahuan saja kepada warga masyarakat yang mengadakan pesta adat agar 

apabila nanti ingin mengadakan pesta adat harus mengajukan permohonan izin keramaian 

kepada Polri. Sedangkan upaya hukum melalui tindakan belum pernah dilakukan, 

mengingat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, 

dan Pemberitahuan Kegiatan Politik tidak mengatur masalah sanksi bagi warga masyarakat 
yang tidak memiliki izin keramaian. 
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